GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR PENGUMPULAN UANG DAN BARANG
DAN PENGGUNAAN QR CODE DALAM PENGAWASAN PERIZINAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Dalam rangka meningkatkan tata kelola penggunaan QR Code yang
baik, transparansi, dan akuntabilitas publik, serta mengoptimalkan
pengawasan terhadap perizinan Pengumpulan Uang dan Barang di wilayah
Provinsi Jambi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada
Untuk

KESATU

KEDUA

: Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi

: Menyampaikan kepada seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial,

Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Panitia
Penyelenggara yang melakukan kegiatan Pengumpulan Uang
dan/atau Barang untuk urusan Kesejahteraan Sosial di wilayah
Provinsi Jambi agar mematuhi standar dan prosedur yang
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961
tentang Pengumpulan Uang atau Barang, serta peraturan
turunannya.

Kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang wajib mengajukan
permohonan  rekomendasi/izin melalui Dinas  Sosial
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenanganya,
dengan melengkapi persyaratan administratif yang sah dan
transparan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan
Uang dan Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, serta
mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan
Sosial Nomor 78/5/SK/HK.01.4/2026 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Mengimplementasikan sistem QR Code yang terintegrasi
langsung pada setiap Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang
dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten /Kota, kotak
amal, maupun media pengumpulan donasi. QR Code tersebut
berfungsi sebagai identitas legalitas resmi dari pemerintah dan
harus dapat dipindai oleh masyarakat untuk memverifikasi
keabsahan izin lembaga bersangkutan.

Menyampaikan kepada seluruh penyelenggara Pengumpulan
Uang atau Barang untuk menyalurkan dan melaporkan hasil
pengumpulan dana/barang secara berkala kepada pihak
berwenang melalui sistem pelaporan baik secara digital maupun
manual guna mencegah penyalahgunaan dana dan praktik
pungutan liar sesuai kewenangannya.

: Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja
berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan
monitoring, evaluasi, dan penertiban berkala terhadap kegiatan
Pengumpulan Uang atau Barang yang tidak berizin atau
menyalahi ketentuan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Juli 2026

GUBERNUR JAMBI,
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